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BAB IV 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
1. Hubungan hukum antara pihak PGN dengan konsumennya lahir dari suatu 
kesepakatan dalam bentuk perjanjian jual beli. Dengan adanya perjanjian 
jual beli ini maka akan melahirkan perikatan di antara para pihak. Sekalipun 
dalam praktiknya, kesepakatan jual beli diantara pihak PGN dengan 
konsumen tidak dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Akan tetapi, 
meskipun perjanjian jual beli tersebut tidak dituangkan dalam bentuk 
tertulis, namun perjanjian jual beli tersebut tetap sah dan menimbulkan hak 
serta kewajiban yang mengikat para pihak.  
2. Berkaitan dengan tanggung gugat kepada pelaku usaha, konsumen yang 
dirugikan harus menentukan terlebih dahulu penyebab terjadinya kerugian 
yang dialami. Dasar gugatan kepada pelaku usaha dapat berupa wanprestasi 
atau perbuatan melanggar hukum. Di dalam UUPK diatur mengenai upaya-
upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku 
usaha. Upaya ini digunakan untuk konsumen agar memperoleh haknya dari 
PGN selaku pelaku usaha. Penyelesaian sengketa yang dapat digunakan 
oleh konsumen menurut UUPK ada dua macam yaitu melalui penyelesaian 
sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa 
konsumen di luar pengadilan. Pada penyelesaian sengketa di luar pengadilan 
terdapat dua jalan yaitu dengan jalan damai yang mana penyelesaiannya 
dengan cara mengganti kerugian secara langsung dan melalui BPSK.  Pada 
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penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan melalui tahap 
mediasi, apabila mediasi gagal penyelesaian sengketa ditingkatkan menjadi 
konsiliasi,dan apabila tahap konsiliasi gagal, penyelesaian ditingkatkan 
menjadi arbitrase. Upaya penyelesaian sengketa konsumen dan pelaku usaha 
merupakan pilihan dari para pihak yang bersengketa tanpa ada paksaan. 
4.2 Saran 
1. Pemerintah dalam hal ini harus menginformasikan prosedur maupun hak 
dan kewajiban dalam perjanjian jual beli gas rumah tangga ini, agar 
konsumen dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Oleh 
sebab itu, perjanjian jual beli ini harus dibuat dalam bentuk perjanjian 
tertulis. Dan hendaknya calon konsumen diberikan kesempatan untuk 
memahami isi dari perjanjian jual beli sebelum adanya kesepakatan di 
antara para pihak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan salinan 
dari formulir perjanjian yang harus ditandatangani oleh konsumen. 
2. Berkaitan dengan tanggung gugat konsumen, perjanjian jual beli gas ini 
perlu dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Agar apabila terjadi persoalan 
di antara para pihak terkait dengan kerugian yang dialami oleh konsumen, 
dapat dijamin hak maupun kewajiban para pihak dengan jelas. Dan dalam 
mengajukan gugatan kepada pelaku usaha terkait dengan kerugian yang 
dialami oleh konsumen, hendaknya konsumen memperhatikan dengan benar 
dasar gugatannya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Sehingga upaya 
hukum yang dilakukan oleh konsumen maksimal dan dapat mengembalikan 
kerugian yang dideritanya. 
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